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                    Kecamatan Long Bagu, Kabupaten Mahakam Ulu  

Telepon  : 0821-4818-9567, Kode Pos 75567  

Email      : bawaslumahulu150818@gmail.com 

   
 

 

Nomor : 027/PM.00.02/K.KI-07/10/2024                  Ujoh Bilang, 11 Oktober 2024 

Sifat :  Penting 

Lampiran : 1 (satu) 

Hal :  Imbauan  

    

 

Kepada Yth. 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  

Di – 

        Tempat 

 

A. Dasar Hukum 

 
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 

3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, 

Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; 

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2017 tentang 

pengawasan Dana Kampanye peserta pemilihan Gubernur Dan Wakil 

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; 

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 

Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati 

Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; 
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7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2024 tentang kampnye 

pilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali 

Kota Dan Wakil Wali Kota 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 tahun 2024 tentang Dana 

Kampnye Pilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, 

Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; 

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 tahun 2024 tentang 

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil 

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. 

B. Bahwa sehubungan dengan  dilaksanakannya Tahapan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil 

Walikota Tahun 2024, disampaikan ketentuan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang  

a) Pasal 69 

Dalam Kampanye dilarang:  

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, 

Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon 

Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;*)  

c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu 

domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;   

d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan 

penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok 

masyarakat dan/atau Partai Politik;   

e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;   

f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk 

mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;   

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;   

h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah;   

i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;   

j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau 

dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau   

k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan 

oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 



 
 

 

 

 

b) Pasal 187 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar 

jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon,  dipidana  dengan  

pidana  penjara  paling  singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 

3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus 

ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).  

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan 

pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 

huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 

(delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 

(enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam 

juta rupiah).   

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan 

pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau 

paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit 

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).   

(4) Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, 

atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana   

penjara   paling   singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) 

bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu 

ruplah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).  

2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

a) Pasal 70  

(1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:   

a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;   

b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan   



 
 

Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau 

sebutan lain/perangkat Kelurahan 

(2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota 

dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah 

dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.   

(3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota 

dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang 

sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:   

a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan   

b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.   

(4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil 

Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, 

danbagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 

diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.  

(5) Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib 

diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU 

Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota 

b) Pasal 73  

(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau 

memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi 

penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.   

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai 

sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU 

Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.   

(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   

(4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim 

kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan 

sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau 

memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada 

warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun  tidak 

langsung untuk:   

a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;   



 
 

b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga 

mengakibatkan suara tidak sah; dan  

c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih 

calon tertentu.   

(5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana. 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang 

Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil 

Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota 

a) Pasal 40  

(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta 

Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan 

kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan 

peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

18 ayat (1) huruf g; 

(2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:  

a. rapat umum;  

b. Kampanye melalui Media Sosial; dan/atau  

c. Kampanye melalui Media Daring. 

(3) Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai Politik 

Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, 

Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan 

lain dalam rangka Kampanye dan dikoordinasikan kepada KPU Provinsi 

dan KPU Kabupaten/Kota. 

b) Pasal 41 

(1) Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a 

dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 

18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di 

Indonesia. 

(2) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di 

lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya. 

(3) Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan. 

(4) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan 

paling banyak: 

a. 2 (dua) kali untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan  

b. 1 (satu) kali untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota  

dan wakil walikota. 



 
 

(5) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye 

rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan 

memperhatikan usul dari Pasangan Calon. 

(6) Selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 

dalam menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada 

ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan. 

c) Pasal 66 

(1) Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau 

memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi 

penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih. 

(2) Selain Calon atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, anggota 

Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain juga 

dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum 

menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai 

imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung 

ataupun tidak langsung untuk:  

a.mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;  

b.menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga 

mengakibatkan suara tidak sah;dan  

c.mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon 

tertentu. 

(3) Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye 

dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya 

transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye 

pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog 

dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu 

daerah. 

(4) Selain pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan 

dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pasangan Calon 

dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan 

biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta 

Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye, dan/atau hadiah 

lainnya pada rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar 

larangan Kampanye dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran 

dan kemahalan suatu daerah. 

(5) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah 

dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dan ayat (4) dengan ketentuan: a. dalam bentuk barang; dan b. nilai 



 
 

setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling banyak Rp 

1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

(6) Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta 

Kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak diberikan 

dalam bentuk uang tunai. 

C. Bahwa sehubungan dilaksanakannya Tahapan Kampanye pada 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Pada Pemilihan 

Gubernur Dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, 

maka Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengimbau untuk : 

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak melakukan kegiatan 

Kampanye yang berpotensi pada tindakan atau perbuatan yang 

melanggar ketentuan dalam Kampanye, serta tidak mengikut sertakan 

pihak-pihak yang dilarang dalam Kampanye; 

2. Tim penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati harus 

menyampaikan pemberitahuan tertulis Kepada Kepolisian Negara 

Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dengan tembusan 

disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten 

Kota; 

3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Tim Kampanye 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk memperhatikan dan 

tidak melaksanakan kegiatan kampanye di luar jadwal sebagaimana 

ketentuan yang telah di atur oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu; 

4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Tim Kampanye 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilarang menjanjikan dan/atau 

memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi 

penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. 

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan 

terima kasih.                                                            

 

                                                                           Ketua, 

 

 

 
Saaludin, S.Pd.I 

 
Tembusan disampaikan kepada : 
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.  

2. Arsip. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Lampiran Surat 

Nomor    : /PM.00.02/K.KI-07/10/2024 

Tanggal Surat   : 11 Oktober 2024 

 

 

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024 

 

1. Drs. Yohanes Avun – Drs. Y Juan Jenau 

2. Novita Bulan, SE., M.B.A – Artya Fathra Martin, SE 

3. Owena Mayang Shari, S.Ak – Drs. Stanis Laus Liah  
 


